[ SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 56 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

bahwa berdasarkan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006, untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah
telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah;

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana
dimaksud dalam huruf a mengatur mekanisme penghapusan piutang
dan pencatatan investasi hon permanen dana bergulir berdasarkan net
realizable value;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo.
Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5339);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya
Undang-Undang Nomor 2, 3, 10,dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



Menetapkan

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun
2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
44 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun
2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Pada Lampiran I:

A. Romawi V angka 2 dan 4 diubah dan ditambah angka 3.a dan 3.b baru, sehingga
berbunyi:

V. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

1.

Definisi Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain
termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran,
Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, Piutang Retribusi,
Piutang Denda, dan Piutang Lainnya.

Pengakuan Piutang

Untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:

a. Telah diterbitkan surat ketetapan;

b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;

c. Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara oleh suatu instansi,
pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja yang
bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas
piutang tersebut.

3. Pengukuran Piutang

a) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi
tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka
pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang
yang jatuh tempo pada tahun berjalan.



b) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD

Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD merupakan reklasifikasi piutang
Pinjaman kepada BUMD yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya.
Bagian lancar Pinjaman kepada BUMD dicatat sebesar nilai nominal yaitu
sebesar nilai rupiah yang jatuh tempo tahun berikutnya.

c) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset
lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo
tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai
nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima
dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, pada saat
penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari Tuntutan Ganti
Rugi yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

d) Piutang Pajak
Piutang pajak dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang
pembayarannya belum diterima. Dalam penyusunan neraca, surat
ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima dicatat sebagai

Piutang Pajak sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak
yang belum dilunasi.

Informasi mengenai saldo piutang pajak dapat diperoleh dari dinas
pendapatan atau unit yang menerbitkan surat ketetapan pajak.
e) Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang
berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD,
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti
Rugi, dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal
yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Informasi mengenai piutang Lainnya dapat diperoleh dari seluruh satuan
kerja yang berhubungan.

3.a Penyisihan Piutang

3.b

Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar
prosentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang.

Penghapusan Piutang

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari
pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara
penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.

Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang
Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih
daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih
Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Pengungkapan Piutang

Pengungkapan piutang di Catatan atas Laporan Keuangan harus menunjukkan
posisi piutang pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal usul
piutang.



Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun
piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Informasi dimaksud dapat berupa :

a. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan
pengukuran piutang;

b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat
kolektibilitasnya;

c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di SKPD atau sudah
diserahkan penagihannya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Piutang dan Lelang Negara;

d. Jaminan atau sita jaminan jika ada;

e. Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses
penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

B. Romawi VII angka 4 ditambah huruf e baru sehingga berbunyi:

VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

1.

Definisi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik
seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Klasifikasi Investasi
Investasi pemerintah daerah dibagi dua:
1). Investasi jangka pendek (merupakan kelompok aset lancar)

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan
dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Karakteristik investasi jangka pendek adalah:
a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya
pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan
kas;

c. Berisiko rendah.
Investasi jangka pendek meliputi:

a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang
dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);

b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan
Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

2). Investasi jangka panjang (merupakan kelompok aset non lancar)

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki
lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasi dibagi
menjadi dua:

a. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya investasi
yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk
memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen meliputi:

e Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah,
badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik
negara;



e Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk
menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.

b. Investasi Nonpermanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya
kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas)
bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat
untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi nonpermanen meliputi:

e Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya
oleh pemerintah;

e Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat
dialihkan kepada pihak ketiga;

e Dana vyang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan
masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada
kelompok masyarakat;

e Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan
untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan
modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan
perekonomian.

Pengakuan Investasi

Aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

a.

Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial
di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh
pemerintah.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai
(reliable).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai
pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam
laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh
investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi

a.

Dicatat sebesar biaya perolehan.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham
dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi
harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli,
jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan
tersebut.

Dicatat sebesar nilai wajar.

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat
membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar
dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset
pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah
sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya
perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada
tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

Dicatat sebesar nilai nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam
bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai hominal deposito
tersebut.



5.

Dicatat sebesar nilai tercatat atau nilai wajar lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai
nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan
atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi
tersebut.

Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-
proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan
termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang
dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut
diserahkan ke pihak ketiga.

Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai
bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a.

Metode biaya.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai
investasi berdasarkan harga perolehan.

1) Metode biaya digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah
daerah kurang dari 20% pada BUMD.

2) Investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
Metode ekuitas.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai
investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut
kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan
bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang
terjadi sesudah perolehan awal investasi.

1) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah 20%
sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki
pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50%
menggunakan metode ekuitas.

2) Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau
dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal
perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang
diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan
tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

3) Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk
mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya
perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi
aset tetap.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Metode nilai bersih yang direalisasikan digunakan jika kepemilikan
investasi pemerintah bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat
direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan
dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

6. Pengakuan Hasil Investasi

Pengakuan hasil investasi adalah sebagai berikut:

a.

Dicatat sebagai pendapatan investasi (termasuk kelompok PAD Lain-Lain

Yang Sah) jika:

1) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain
berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash
dividend).



2) Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan
modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya.

b. Tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai
investasi pemerintah, jika bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah
apabila menggunakan metode ekuitas, kecuali untuk dividen dalam bentuk
saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan
ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Pelepasan Dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan
hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Penerimaan dari
penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah
dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran,
sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai
penerimaan pembiayaan.

Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai
dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara
membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh
pemerintah. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi
permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan
sebaliknya.

Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah
berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;

c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi
jangka panjang;

d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan
tersebut;

e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
f.  Perubahan pos investasi.

2. Pada Lampiran Il

A. Romawi V angka 2 dan 4 dirubah dan ditambah angka 3.a dan 3.b baru, sehingga
berbunyi :

V. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

1.

Definisi Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain
termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran,
Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan
Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, Piutang Retribusi,
Piutang Denda, dan Piutang Lainnya.

Pengakuan Piutang

Untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:

a. Telah diterbitkan surat ketetapan;

b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;

c. Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara oleh suatu instansi,
pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada satuan kerja yang
bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan
atas piutang tersebut.



3.

Pengukuran Piutang

a)

b)

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang
dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda empat atau penjualan angsuran
rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara
mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan
biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai
Tagihan Penjualan Angsuran.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi
tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka
pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang
yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk
tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan
angsuran akan mengurangi akun Tagihan Penjualan Angsuran bukan
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Seluruh tagihan penjualan
angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang
diakui sebagai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Bagian
lancar Tagihan penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu
sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu
satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran,
pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari Tagihan
Penjualan Angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan. Data ini
tersedia pada organisasi yang terkait.

Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD

Piutang pinjaman yang diberikan pemerintah kepada BUMD dimasukkan
dalam kelompok investasi dalam akun Pinjaman kepada BUMD.
Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka panjang.
Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD merupakan reklasifikasi piutang
Pinjaman kepada BUMD yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya.
Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan neraca karena
penerimaan kembali dari Pinjaman kepada BUMD akan mengurangi
perkiraan Pinjaman kepada BUMD bukan Bagian Lancar Pinjaman
kepada BUMN/D.

Bagian lancar Pinjaman kepada BUMD dicatat sebesar nilai nominal yaitu
sebesar nilai rupiah yang jatuh tempo tahun berikutnya.

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang
karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang
dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan
negara/daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban
untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan
Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset
lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo
tahun Dberikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan
penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan
mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. TP/TGR
yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai Bagian
Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. Bagian Lancar
Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah
Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, pada saat
penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari Tuntutan Ganti
Rugi yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.



d) Piutang Pajak

Piutang pajak dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang
pembayarannya belum diterima. Dalam penyusunan neraca, surat
ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima dicatat sebagai
Piutang Pajak sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak
yang belum dilunasi.

Informasi mengenai saldo piutang pajak dapat diperoleh dari dinas
pendapatan atau unit yang menerbitkan surat ketetapan pajak.

e) Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang
berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD,
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti
Rugi, dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal
yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Informasi mengenai piutang Lainnya dapat diperoleh dari seluruh satuan
kerja yang berhubungan.

3.a Penyisihan Piutang

3.b

Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat
direalisasikan (net realizable value), sehingga nilai piutang harus disesuaikan
dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih.

Penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang
dibedakan dalam empat jenis dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Piutang Lancar : < 1 tahun dari tanggal jatuh tempo;

2) Piutang Kurang Lancar : > 1 - 3 tahun setelah tanggal jatuh tempo;
3) Piutang Diragukan : > 3 - 5 tahun setelah tanggal jatuh tempo;
4) Piutang Macet : > 5 tahun setelah tanggal jatuh tempo.

Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada
umur piutang ditetapkan sebagai berikut:

1) Piutang Lancar > nilai penyisihan sebesar 5%
2) Piutang Kurang Lancar > nilai penyisihan sebesar 25%
3) Piutang Diragukan > nilai penyisihan sebesar 50%
4) Piutang Macet > nilai penyisihan sebesar 100%

Penyajian nilai penyisihan piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam
Laporan Keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan selama piutang
pokok masih tercantum atau belum dihapus.

Penyajian penyisihan piutang tidak tertagih di neraca merupakan unsur
pengurangan dari piutang yang bersangkutan.

Penghapusan piutang

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari
pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara
penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.

Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang
Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih
daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih
Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Penghapusan Secara Bersyarat dan Secara Mutlak sepanjang menyangkut
Piutang Daerah ditetapkan oleh:

1) Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah);



2) Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Piutang Daerah yang akan dihapuskan Secara Bersyarat dan Secara Mutlak
diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada
Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah
kerja Gubernur yang bersangkutan.

Pengungkapan Piutang

Pengungkapan piutang di Catatan atas Laporan Keuangan harus
menunjukkan posisi piutang pada tanggal laporan keuangan dan
menunjukkan asal usul piutang.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai
akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

a. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan
pengukuran piutang;

b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat
kolektibilitasnya;

c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di SKPD atau sudah
diserahkan penagihannya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Piutang dan Lelang Negara;

d. Jaminan atau sita jaminan jika ada;
e. Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses
penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Berikut ini, ilustrasi pengungkapan piutang di tingkatan Pemerintah Daerah:

PIUTANG
Piutang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdiri dari:

No SKPD Jumlah

1. Dinas Pendidikan Rp. 4.000.000,00

2. Dinas Kesehatan Rp. 2.000.000,00
............................. Rp. i,

Berikut ini, ilustrasi pengungkapan piutang di tingkatan SKPD:

PIUTANG

Piutang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdiri dari:
1. Piutang Pajak Rp. 70.000.000,00

2. Piutang Non Pajak Rp. 30.000.000,00

Piutang Pajak sejumlah Rp.70.000.000,00 merupakan piutang yang terdiri dari:
1. Piutang Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp. 50.000.000,00
2. Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp. 20.000.000,00

Piutang Non Pajak sejumlah Rp. 30.000.000,00 merupakan piutang yang terdiri
dari:

1. Piutang Retribusi Rp. 20.000.000,00

Piutang Retribusi merupakan piutang atas pemakaian (sewa) aset Pemerintah
Daerah DIY yang belum dibayarkan pihak ketiga sebanyak 3 (tiga) buah aset.

2. Bagian Lancar Penjualan Angsuran Rp. 10.000.000,00

Bagian Lancar Penjualan Angsuran merupakan Bagian Lancar dari Penjualan
Aset Pemerintah Daerah berupa mobil sebanyak 23 unit pada tahun 2008.




B. Romawi VII angka 4 ditambah huruf e baru sehingga berbunyi :

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

VIl

1.

Definisi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik
seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Klasifikasi Investasi

Investasi pemerintah daerah dibagi atas dua:

a.

Investasi jangka pendek (merupakan kelompok aset lancar)

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan
dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Karakteristik investasi jangka pendek adalah:
1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya
pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan
kas;

3) Berisiko rendah.
Investasi jangka pendek meliputi:

1) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang
dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);

2) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan
Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi jangka panjang (merupakan kelompok aset non lancar)

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki
lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasi dibagi
menjadi dua:

1) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya investasi
yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk
memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen meliputi:

e Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah,
badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik
negara;

e Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk
menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.

2) Investasi Nonpermanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya
kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas)
bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat
untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi nonpermanen meliputi:

e Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh
temponya oleh pemerintah;

e Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat
dialihkan kepada pihak ketiga;



e Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan
masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada
kelompok masyarakat;

e Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan
untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan
modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan
perekonomian.

Pengakuan Investasi

Aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

a.

Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di
masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh
pemerintah.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai
(reliable).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai
pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan
realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka
panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi

a.

Dicatat sebesar biaya perolehan.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan
obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga
transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank,
dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka
panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan,
dinilai sebesar nilai perolehannya,

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan
modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga
transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka
perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah,
maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya
perolehannya.

Dicatat sebesar nilai wajar.

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk
nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan
sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah,
maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar nilai wajar
investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya
perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal
perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

Dicatat sebesar nilai nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk
deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Dicatat sebesar nilai tercatat atau nilai wajar lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai
nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan
atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi
tersebut.



5.

Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek
pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk
biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan
dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke
pihak ketiga.

Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai
bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu harga perolehan
dana bergulir dikurangi penerimaan pelunasan dana bergulir pada tahun
yang bersangkutan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.

Perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dikelompokkan berdasarkan
umurnya dan ditentukan prosentasenya sebagai berikut :

e 1 -2tahun dari tanggal jatuh tempo 1 5%

e > 2 - 3tahun dari tanggal jatuh tempo 1 10%
e > 3 -5 tahun dari tanggal jatuh tempo : 50%
e > 5tahun dari tanggal jatuh tempo : 100%

Perlakuan Akuntansi

Jurnal untuk mencatat perolehan investasi dan pengakuannya di neraca

No

Tanggal

Uraian

Ref Debit Kredit

Pengeluaran Pembiayaan-
Investasi

Kas

investasi)

(jurnal untuk mencatat perolehan

XXXX

XXXX

Investasi PEMDA
EDI-Diinvestasikan Dalam

Investasi Non permanen/
Jangka Panjang

dalam neraca)

(Jurnal untuk mengakui investasi

XXXX

XXXX

Contoh :

Pada awal tahun 2009, Pemerintah Daerah DIY menginvestasikan dananya di
Perusahaan Daerah sebesar Rp.10.000.000,00

Jurnal yang dibuat adalah:

No

Tanggal

Uraian

Ref Debit Kredit

Pengeluaran Pembiayaan-Investasi
Kas

(jurnal untuk mencatat perolehan
investasi)

10.000.000,00

10.000.000,00

Investasi Jangka Panjang

EDI-Diinvestasikan Dalam
Investasi Jangka Panjang

(Jurnal untuk mengakui investasi
jangka panjang dalam neraca)

10.000.000,00
10.000.000,00




6.

Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

d.

Metode biaya.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi
berdasarkan harga perolehan.

1) Metode biaya digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah
kurang dari 20% pada BUMD.

2) Investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
Metode ekuitas.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi
awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian
disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan
bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi
sesudah perolehan awal investasi.

1) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah 20%
sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki
pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50%
menggunakan metode ekuitas;

2) Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau
dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal
perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang
diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan
tidak dilaporkan sebagai pendapatan;

3) Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah
porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan
yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Metode nilai bersih yang direalisasikan digunakan jika kepemilikan investasi
pemerintah bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat
direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan
dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Pengakuan Hasil Investasi

Pengakuan hasil investasi adalah sebagai berikut:

a.

Dicatat sebagai pendapatan investasi (termasuk kelompok PAD Lain-Lain
Yang Sah) jika:

1) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain
berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash
dividend);

2) Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan
modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya.

Tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai
investasi pemerintah, jika bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah
apabila menggunakan metode ekuitas, kecuali untuk dividen dalam bentuk
saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas
dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Perlakuan Akuntansi Pengakuan Hasil Investasi

a.

Metode Ekuitas:
Teknik akuntansi untuk investasi terdiri dari:



Saat pengumuman laba

No

Tanggal

Uraian

Ref

Debit

Kredit

Investasi Pemda

EDI-Diinvestasikan
Dalam

Investasi Jangka Panjang

(urnal untuk mencatat
perolehan investasi)

XXXXX

XXXXX

Saat pengumuman dividen

yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
vy
yyy
yyy

EDI — Diinvestasikan Dalam
Investasi Jangka Panjang

Investasi Pemda

(Pengumuman pembagian
dividen tunai)

XXXXX

XXXXX




yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
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ar

Investasi Pemda

EDI-Diinvestasikan
Dalam Investasi Jangka
Panjang
(Pengumuman pembagian
dividen saham)

XXXXX

XXXXX

Saat menerima dividen tunai

No

Tanggal

Uraian

Ref

Debit

Kredit

Kas
Bagian Laba Perusda

(Apabila menerima dividen
saham maka tidak dijurnal)

XXXXX

XXXXX

b. Metode Biaya:

Teknik akuntansi untuk investasi terdiri dari:

Saat pengumuman laba

No

Tanggal

Uraian

Ref

Debit

Kredit




(tidak dijurnal)

Saat pengumuman dividen
No | Tanggal Uraian Ref Debit Kredit
Piutang Dividen XXXXX
EDL-Cadangan Piutang XXXXX
Saat menerima dividen tunai
No | Tanggal Uraian Ref Debit Kredit
Kas XXXXX
Bagian Laba Perusda XXXXX
EDL-Cadangan Piutang XXXXX
Piutang Dividen XXXXX
Contoh:
Melanjutkan contoh di atas, pada akhir tahun, perusahaan daerah

mengumumkan laba sebesar Rp 1.000.000,00 dan mengumumkan pembagian
dividen tunai sebesar Rp 60.000,00

Pendekatan Metode Ekuitas:

Dengan asumsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah DIY di perusahaan

daerah adalah 50% maka jurnal yang diperlukan adalah:

Saat pengumuman laba

(Apabila menerima dividen

No | Tanggal Uraian Ref Debit Kredit
Investasi Pemda 500.000,00
EDI-Diinvestasikan Dalam 500.000.00
Investasi Jangka Panjang
*500.000,00=50%x 1.000.000,00
Saat pengumuman dividen
No | Tanggal Uraian Ref Debit Kredit
EDI — Diinvestasikan Dalam 30.000,00
Investasi Jangka Panjang 30.000.00
Investasi Pemda
*30.000,00=50%x 60.000,00
Saat menerima dividen tunai
No | Tanggal Uraian Ref Debit Kredit
Kas 30.000,00
PAD-Bagian Laba Perusda 30.000,00




saham maka tidak dijurnal)

Pendekatan Metode Biaya:

Dengan asumsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah DIY adalah 10% maka
jurnal yang diperlukan adalah:

Saat pengumuman laba

No | Tanggal Uraian Ref Debit Kredit

Tidak dijurnal

Saat pengumuman dividen

No | Tanggal Uraian Ref Debit Kredit
Piutang Dividen 6.000,00
EDL-Cadangan Piutang 6.000,00

* 6.000,00=0% x 60.000,00

Saat menerima dividen tunai

No | Tanggal Uraian Ref Debit Kredit
Kas 6.000,00
PAD-Bagian Laba Perusda 6.000,00
EDL-Cadangan Piutang 6.000,00
Piutang Dividen 6.000,00

9. Pelepasan Dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan
hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Penerimaan dari
penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah
dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran,
sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai
penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang
dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata
diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham
yang dimiliki oleh pemerintah. Pemindahan pos investasi dapat berupa
reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap,
aset lain-lain dan sebaliknya. Teknik akuntansi pelepasan dan pemindahan
investasi sebagai berikut:

Saat pengakuan pelepasan investasi

No | Tanggal Uraian Ref Debit Kredit

Kas XXXXX

Penerimaan Pembiayaan XXXXX

Saat pengakuan pengurangan investasi

No | Tanggal Uraian Ref Debit Kredit




EDI — Diinvestasikan Dalam
Investasi Jangka Panjang

Investasi Pemda

XXXXX

XXXXX

Contoh:

Melanjutkan contoh di atas, pada awal tahun 2009, semua investasi di
perusahaan daerah ditarik kembali dengan harga pasar Rp 12.000.000,00

Pendekatan Metode Ekuitas:

Saat pengakuan pelepasan investasi

No | Tanggal Uraian Ref Debit Kredit
Kas 12.000.000,00
Penerimaan Pembiayaan 12.000.000,00
Saat pengakuan pengurangan investasi
No | Tanggal Uraian Ref Debit Kredit
EDI — Diinvestasikan Dalam 12.470.000,00
Investasi Jangka Panjang
Investasi Pemda 12.470.000.00
*12.470.000,00 =12.000.000,00
+500.000,00 - 30.000,00
Pendekatan Metode Biaya:
Saat pengakuan pelepasan investasi
No | Tanggal Uraian Ref Debit Kredit
Kas 12.000.000,00
Penerimaan Pembiayaan 12.000.000,00
Saat pengakuan pengurangan investasi
No | Tanggal Uraian Ref Debit Kredit

EDI — Diinvestasikan Dalam
Investasi Jangka Panjang

Investasi Pemda

12.000.000,00

12.000.000,00




10. Pengungkapan Investasi

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah
berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi.
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen.

3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi
jangka panjang.

Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
Perubahan pos investasi.

Berikut ini, ilustrasi pengungkapan investasi:

INVESTASI
Investasi sejumlah Rp.810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) terdiri
dari:

2008 2009
1. Investasi Jangka Pendek Rp - Rp 100.000.000,00
2. Investasi Jangka Panjang Rp 700.000.000,00 Rp 710.000.000,00

Investasi Jangka Pendek sejumlah Rp.100.000.000,00 merupakan deposito
Pemerintah Daerahi DIY di Bank Mandiri yang akan jatuh tempo pada 30 Juni
2010 atau 6 bulan yang akan datang. Investasi Jangka Pendek ini dicatat
berdasarkan harga perolehan.

Investasi Jangka Panjang sejumlah Rp.710.000.000,00 merupakan investasi
permanen berupa penyertaan di perusahaan daerah, yang terdiri dari:

2008 2009
1. Bank Pembangunan Daerah Rp 300.000.000,00 Rp 360.000.000,00
2. PT Duta Internasional Rp 350.000.000,00 Rp 350.000.000,00

Investasi di Bank Pembangunan Daerah bertambah Rp.60.000.000,00 (enam
puluh juta rupiah) karena terdapat laba di Bank Pembangunan Daerah tahun
2009 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan yang merupakan
bagian Pemerintah Daerah DIY adalah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah) Investasi di Bank Pembangunan Daerah dinilai berdasarkan metode
ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Daerah DIY pada Bank Pembangunan
Daerah adalah sebesar 60%.

Investasi di PT Duta Internasional tetap berjumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus
lima puluh juta rupiah) meskipun terdapat laba tahun 2009 sebesar
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Investasi di PT Duta Internasional
dinilai berdasarkan metode ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Daerah DIY
pada PT Duta Internasional adalah sebesar 18%.

Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Oktober 2012
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Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 56
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